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RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa sampah merupakan semua benda atau produk sisa yang
dapat menganggu kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan
keindahan bagi lingkungan dan manusia;

bahwa Retribusi pelayanan persampahan [/ kebersihan
tergolong jenis Retribusi Jasa Umum dengan tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum merupakan sumber
Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan
Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada
Daerah Kabupaten;

bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit
sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif
dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat
bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat
mengubah prilaku masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Sampabh;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pengelola Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistimatis tentang
cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat
pembuangan akhir yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan akhir yang
dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan
dan peran serta masyarakat.

Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampabh.
Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya
manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan
dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta
kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya.

Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat di Kabupaten Kapuas
Hulu untuk tempat tinggal atau tempat usaha.

Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat setengah
padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik,baik logam maupun non
logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang
dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan
dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk
sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh
masing-masing pemakai persil.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maupun masyarakat atau
developer pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampabh.

Tempat sampah bagi Kendaraan Umum adalah tempat untuk menampung
sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.

Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah tempat untuk menampung
dan memusnahkan serta pemanfaatan sampah.

Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah
dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.

Jalan Umum adalah setiap jalan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam
bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.

Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman

umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
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Kapuas Hulu sebagai fasilitas umum.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Penyehatan Lingkungan Seksi
Pertamanan dan Kebersihan Kabupaen Kapuas Hulu adalah Struktur Kerja
Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan penanganan
kebersihan.

Mitra Kerja adalah Pihak ketiga/Badan usaha yang bergerak dibidang jasa
pelayanan kebersihan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada seluruh pemilik atau
pemakai persil atas jasa penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/kebersihan
diseluruh Kabupaten Kapuas Hulu.

SOP adalah Standar Operasional Prosedur sebagai petunjuk teknis
perlaksanaan dilapangan.

Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat
yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada
Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga

dan/atau denda.



